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KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Wawasan Kebangsaan.
Pendidikan. Pemerintah Daerah. Pedoman.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang
teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
dan wewenang pemerintah daerah untuk
pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan,
perlu  menyelenggarakan pendidikan  wawasan
kebangsaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah
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Menetapkan

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara 4844);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5209);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
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Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang
diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka
Tunggal lka, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela
atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta
dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.

Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi
lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga
penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok
pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.

Instansi vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga
Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di
wilayah bersangkutan.

Pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK
adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa
serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat
PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang
diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia
tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan
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kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup PWK meliputi:
a. penyelenggaraan PWK; dan
b. pembentukan PPWK.
BAB llI

(1)
(2)

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
WAWASAN KEBANGSAAN
Pasal 3

Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK.

Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk:

a.

mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan
guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan
bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal
Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi

daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;

mengembangkan dan melaksanakan model PWK vyang tidak
indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;

. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;

e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan

masalah kebangsaan; dan

membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk
pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai
peraturan perundangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada:

a.
b.
c.

organisasi politik;

organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;

pegawai negeri sipil;
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d. guru/pendidik; dan

e. tokoh agama/masyarakat/adat.
Pasal 5

Bentuk kegiatan PWK antara lain:

pelatihan/training of facilitator;

outbound,;

lomba cerdas cermat;

permainan;

diskusi/dialog; dan

" e a0 o p

seminar dan lokakarya.
Pasal 6
(1) PWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
pembangunan karakter bangsa,;
pelibatan kerjasama multipihak;
keterbukaan;
kreatifitas;
integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan

" e a0 T

penggalian dan penggunaan muatan lokal.

(2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 7
(1) Materi PWK meliputi:
a. Pancasila;
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Muatan materi PWK meliputi:
a. Pancasila:
1. Perspektif historis.
2. Makna dan fungsi Pancasila:
1) Pancasila sebagai dasar negara;
2) Pancasila sebagai ideologi;
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